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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 ِ ءِ  فَبِايَ  بٰنِ  رَب ِكُمَا اٰلََۤ ﴿الرحمن تكَُذ ِ   

 Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-Rahman: 23) 

 

“No matter how hard or impossible it is, never lose sight of your goal.”  

-Monkey D. Luffy- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perjanjian Bangun Guna Serah atau yang bisa disingkat dengan perjanjian 

BGS merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh pemerintah 

apabila belum terdapat anggaran yang dapat digunakan untuk membangun 

fasilitas atau bangunan daerah. Selain perjanjian BGS terdapat juga perjanjian 

yang mirip yaitu perjanjian Bangun Serah Guna (BSG), terdapat perbedaan 

sedikit dalam hal pengoprasionalan bangunan. Dalam BGS penerima jasa 

memberikan lahan kosong lalu dibanguna dan dan operasikan sesuai jangka 

waktu oleh pemberi jasa, diakhir jangka waktu pemberi jasa akan memberikan 

kembali bangunan tersebut ke penerima jasa. Namun dalam BSG pemberi jasa 

hanya membangun hingga jangka waktu selesai dan langsung dikembalikan 

kepada penerima jasa. Setelah dikembalikan penerima jasa bebas memberi ke 

pihak mana untuk pengoprasionalan. Sebagai contoh terdekat yaitu perjanjian 

BGS yang dilakukan pada pembangunan pasar cinde, dalam hal ini Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan menunjuk pihak ketiga yaitu PT X sebagai pihak 

yang akan membangun dan merevitalisasi pasar cinde.  

Perjanjian BGS ini juga biasa dikenal dengan Perjanjian Build Operate 

Transfer (BOT). BOT adalah suatu bentuk kerjasama di mana salah satu pihak 

(investor) menyediakan dana untuk membangun dan mendanai pembangunan 
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fasilitas baru. Perjanjian BOT merupakan konsep di mana proyek dibangun 

sepenuhnya dengan biaya dari perusahaan swasta, beberapa perusahaan swasta, 

atau melalui kerjasama dengan BUMN. Setelah pembangunan selesai, proyek 

tersebut dioperasikan oleh kontraktor, dan setelah periode pengoperasian yang 

telah ditentukan dalam perjanjian BOT, proyek akan dialihkan kepada 

pemerintah sebagai pemiliknya. Perjanjian BOT adalah suatu bentuk kerjasama 

antara pemegang hak atas tanah dengan investor, di mana pemegang hak 

memberikan izin kepada investor untuk membangun fasilitas selama periode 

perjanjian BOT, dan setelah jangka waktu perjanjian berakhir, kepemilikan 

bangunan tersebut akan dialihkan kepada pemegang hak atas tanah.1 

Namun dalam pelaksanaan perjanjian BGS pasar cinde tersebut terdapat 

beberapa permasalahan mulai dari pasar cinde merupakan cagar budaya yang 

tidak boleh sembarangan diubah hingga tidak adanya pelaksanaan tender yang 

dilakukan dalam memilih PT X sebagai pemberi jasa. Selain itu dengan 

berjalannya Pembangunan pemberi jasa belum juga menyelesaikan 

bangunannya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Hal tersebut memicu 

beberapa permasalahan. Salah satunya adalah dugaan terjadinya wanprestasi 

yang dilakukan oleh pemberi jasa. 

Permasalahan hukum yang muncul adalah terkait dengan konsep 

wanprestasi seperti apakah dalam kasus terdapat hubungan hukum kontraktual 

 
1  Ima Oktorina, Kajian Tentang Kerjasama Pembiayaan Dengan Sistem Bot Dalam 

Revitalisasi Pasar Tradisional, Semarang : Universitas Diponegoro , 2010, Hlm. 12. 
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dan terjadinya wanprestasi, dapat diajukannya gugatan atas perbuatan melawan 

hukum.  Dalam hukum, wanprestasi memiliki arti sebagai tidak mampunya 

untuk melaksanakan sesuatu atau kewajiban yang disebabkan oleh kesalahan 

salah satu pihak atau yang biasa disebut dengan debitur, baik secara sengaja 

dilakukan maupun dilakukan secara lalai. Selanjutnya wanprestasi dalam 

hukum perjanjian dapat dikatakan dimana salah satu pihak gagal atau tidak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah 

pihak.  

Wanprestasi dalam perjanjian dapat terjadi didalam perjanjian manapun, 

dalam hal ini wanprestasi yang akan peneliti lakukan merupakan wanprestasi 

pada perjanjian yang dilakukan antara Penerima jasa (Pemerintah Provinsi 

Sumatra Selatan) dengan Pemberi jasa (PT X ). Permasalahan wanprestasi 

tersebut berisikan terkait dengan perjanjian kerja sama bangun guna serah yang 

selanjutnya disebut disingkat dengan BGS Pembangunan Kawasan pasar 

modern Pasar Cinde antara Penerima jasa dan PT X . Pihak Penerima jasa 

menganggap Pemberi jasa tidak memenuhi prestasinya. Setelah pembatalan 

perjanjian tersebut kedua belah pihak berusaha menyelesaikan dengan Upaya 

hukum yang ditempuh.  

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, perselisihan 

wanprestasi perjanjian dapat terjadi dimanapun dan oleh siapapun, dalam hal 

ini antara Penerima jasa dengan Pemberi jasa, sehingga membuat penulis 

memutuskan mengangkat topik tersebut dengan judul Perjanjian Bangun Guna 
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Serah Antara  Pemberi Jasa Dan Penerima Jasa Dalam Pembangunan Kawasan 

Pasar Modern Pasar Cinde. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tanggung jawab pemberi jasa atas perbuatan yang 

menimbulkan kerugian terhadap penerima jasa dalam Perjanjian 

Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern Pasar 

Cinde? 

2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Bangun Guna 

Serah antara pemberi jasa dan penerima jasa tentang Pembangunan 

Kawasan Modern Pasar Cinde? 

3. Bagaimana Konsep Perjanjian Bangun Guna Serah dalam 

Pembangunan Konstruksi di masa mendatang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisis membahas, serta 

melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan 

kerugian dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan 

Pasar Modern Pasar Cinde 

2. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa 

dalam Perjanjian Bangun Guna Serah antara pemberi jasa dan penerima 

jasa tentang Pembangunan Kawasan Modern Pasar Cinde 
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3. Untuk Menyusun rekomendasi Konsep Perjanjian Bangun Guna Serah 

dalam Pembangunan Publik di masa mendatang 

D. Manfaat Penelitian 

Selanjutnya ada manfaat-manfaat yang diharapkan peneliti, antara lain : 

1. Kegunaan Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang 

bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum terutama yang 

berkaitan dengan hukum perdata khususnya dibidang Hukum 

Perjanjian. 

2. Kegunaan Praktis 

Terdapat harapan-harapan dari hasil penelitian kepada pihak terkait 

khususnya terhadap mahasiswa untuk : 

a. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada 

pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih baik terkait 

perjanjian dengan pihak swasta dalam hal ini adalah Pemberi jasa, 

khususnya dalam hal mitigasi risiko wanprestasi, serta pemerintah 

diharapkan dapat memperbaiki regulasi yang ada agar lebih jelas dan 

tegas dalam menegakkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong 

pemerintah untuk lebih akuntabel dalam melakukan evaluasi dan 

monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian. 
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b. Bagi Perusahaan Pemberi jasa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

Pemberi jasa untuk memperbaiki praktik bisnis dan manajemen 

risiko dalam menjalankan perjanjian dan dapat mendorong Pemberi 

jasa untuk lebih inovatif dalam mencari solusi terhadap 

permasalahan yang timbul akibat wanprestasi, sehingga dapat 

meminimalisir kerugian bagi semua pihak. 

c. Bagi Pembeli lapak Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde 

Penelitian ini diharapkan memberi dampak kepada Pembeli lapak 

Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde, khsusunya mendapat ilmu dan 

informasi terkait alasan dan akibat dari berhentinya Pembangunan 

Kawasan Pasar Modern Pasar Cinde serta memiliki pemahaman 

terkait Hukum Perjanjian serta memahami pentingnya perjanjian 

dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat wanprestasi, 

sehingga dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan pihak-pihak 

terkait. 

E. Kerangka Teori 

Setiap penelitian yang ada tentunya diperlukan teori-teori yang 

mendukung atau relevan dengan topik yang akan dibahas. Teori-teori 

tersebut tentunya memiliki prioritas secara langsung terkait dengan inti 
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permasalahan yang akan dibahas.2 Selanjutnya terdapat kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian, antara lain : 

1. Grand Theory (Teori Keadilan Hukum) 

Keadilan hanya dapat dipahami jika dilihat sebagai tujuan yang ingin 

dicapai melalui sistem hukum. Proses untuk merealisasikan keadilan dalam 

hukum merupakan suatu perjalanan yang dinamis dan memerlukan waktu. 

Upaya ini sering dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang bersaing dalam 

konteks tatanan politik untuk mewujudkannya. Beberapa orang mungkin 

melihat keadilan sebagai hasil dari naluri yang diharapkan memberi manfaat 

bagi mereka. Konsep keadilan yang mutlak dianggap sebagai isu universal 

yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, sehingga tidak 

boleh dimiliki atau dikuasai oleh segelintir individu atau kelompok.3 

  Untuk beberapa kalangan, keadilan terkadang diukur dari mulai 

sejauh mana manfaat yang didapatkan oleh beberapa kalangan ataupun 

individu. Namun sebenarnya keadilan dapat dipahami melalui norma yang 

berlaku umum untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. 

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hukum terdiri atas seperangkat 

prinsip dan peraturan yang mengatur interaksi antara individu dalam 

masyarakat, baik dalam hubungan kekerabatan, keluarga, maupun dalam 

 
2 Rizkan Zulyadi, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum, Medan Enam Media, 2020, 

Hlm. 51 

 3 Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Thafa Media, 

Yogyakarta, 2015, Hlm. 23-24 
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lingkup negara. Hukum tersebut mengatur kehidupan sosial berdasarkan 

nilai-nilai yang ada atau tujuan bersama yang ingin dicapai.4 

 Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu5 : 

a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang 

sesuai dengan hukum yang berlaku itu berarti semua orang harus 

dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu. 

b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang 

satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga 

negara yang lain. 

c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat dan suatu 

distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi 

antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi 

sasaran distribusi itu. 

  Teori keadilan akan menjadi landasan dalam menjawab 

permasalahan terkait pemberian sanksi terhdap apabila tidak melaksanaakan 

ketetapan undang undang yang berlaku. Hal ini karena setiap warga negara 

memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam putusan 

pengadilan. Namun, keadilan sering kali diartikan secara berbeda oleh 

masing-masing individu.6  

 
 4 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 56-57. 

 5 Ansori, Abdul Ghofur,  Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006, Hlm. 89. 

 6 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Pt Alumni, Bandung, 

1992, Hlm. 64-65. 



9 

 

 

 

  Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) antara pemberi jasa dan 

penerima jasa dalam pembangunan kawasan Pasar Modern Pasar Cinde 

dapat dikaji melalui teori keadilan Aristoteles yang mencakup keadilan 

legal, komutatif, dan distributif. Keadilan legal tercermin dari kepatuhan 

para pihak terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip kerja sama 

yang sah menurut hukum sebagai bentuk kontribusi terhadap kepentingan 

umum. Keadilan komutatif tampak dalam hubungan timbal balik antara 

pemerintah dan pihak swasta, di mana isi perjanjian harus mencerminkan 

kesetaraan dan keseimbangan hak serta kewajiban kedua belah pihak tanpa 

adanya pihak yang dirugikan. Sementara itu, keadilan distributif 

menekankan pentingnya pembagian manfaat pembangunan secara 

proporsional, termasuk perlindungan hak pedagang lama dan masyarakat 

sekitar, agar semua pihak yang terlibat menerima bagian yang sesuai dengan 

kontribusi dan kepentingannya dalam proyek tersebut. 

2. Middle Range Theory (Teori Kepastian Hukum) 

Kepastian hukum menjadi salah satu dari tujuan hukum, yang 

merupakan bagian dari Upaya atau usaha dalam mencapai keadilan. 

Implementasi konkret dari kepastian hukum itu sendiri adalah menerapkan 

atau menegakan hukum terhadap suatu Tindakan tanpa adanya memandang 

identitasdari pelaku. Dengan adanya kepastian hukum tentunya setiap 

individu dapat memperkirakan konsekuensi apa yang akan dihadapi apabila 

melakukan Tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Kepastian tersebut 



10 

 

 

 

penting untuk menegakkan prinsip kesetaraan di mata hukum tanpa adanya 

perbedaan atau diskriminasi.7 Menurut Gustav Radbruch mengemukakan 

empat (4) hal pokok yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:8 

1. Hukum Positif 

Hukum itu bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merupakan 

perundang-undangan. 

2. Dasar Fakta 

Hukum harus didasarkan pada fakta, artinya harus sesuai dengan 

kenyataan. 

3. Kejelasan Rumusan 

Fakta-fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari salah 

tafsir dan memudahkan pelaksanaan. 

4. Stabilitas Hukum 

Hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah. 

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merujuk pada 

kepastian mengenai hukum itu sendiri. Masyarakat dapat mengetahui 

dengan jelas terkait dengan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa 

adanya kepastian hukum maka masyakarat menjadi rancu karena tidak 

memiliki panduan yang jelas mengenai apa yang dapat dan tidak dapat 

 
7  Bodenheimer Dalam Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung : Pt. Citra 

Aditya Bakti,  Hlm. 277 
8  Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, Tujuan Hukum, Gramedia, 

Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 56 
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dilakukan menurut hukum dan tidak dapat menilai tindakan mana yang 

benar dan mana yang salah, terlebih lagi terhadap perbuatan atau hal yang 

dilarang hukum atau tidak. Ia menganggap kepastian hukum sebagai hasil 

dari hukum, khususnya dari perundang-undangan. Apabila dikaitkan 

dengan Teori Kepastian hukum maka diharapan adanya kepastian dan 

tindak lanjut secara hukum antara hubungan kontraktual antara pihak Antara 

Penerima jasa dan Pemberi jasa. 

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian 

hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan 

kemanfaatan, dapat dikorelasikan dengan perjanjian Bangun Guna Serah 

(BGS) dalam pembangunan kawasan Pasar Modern Pasar Cinde sebagai 

bentuk perjanjian kerja sama antara pemberi jasa (pemerintah) dan penerima 

jasa (pihak swasta). Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut agar 

perjanjian BGS dibuat secara tertulis, jelas, dan berdasarkan aturan hukum 

yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum yang seimbang 

bagi kedua belah pihak serta pihak ketiga yang terdampak, seperti pedagang 

dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, keberadaan perjanjian yang sah 

dan dapat dilaksanakan memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban 

para pihak, mencegah potensi konflik di kemudian hari, serta menciptakan 

stabilitas dalam pembangunan infrastruktur publik yang transparan dan 

akuntabel. 



12 

 

 

 

3. Applied Theory (Teori Hukum Perjanjian dan Teori Penyelesaian 

Sengketa) 

a. Teori Perjanjian 

Pendekatan dalam sistem norma hukum yang digunakan pada 

Hukum perdata / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih.9 Perjanjian adalah bagian daripada hukum 

kekayaan. Berarti, semua perjanjian pada dasarnya saling berkaitan dengan 

kekayaan yang tentunya bernilai ekonomi. Seperti yang diatur dalam pasal 

1332 KUHPerdata bahwa sesuatu yang dapat dijadikan objek perjanjian 

adalah semua benda yang dapat diperdagangkan. Sehingga perjanjian 

menjadi salah satu kegiatan untuk memperoleh dan mengalihkan kekayaan 

dari dan untuk seseorang. 

Dalam KBBI yang dinamakan perjanjian memiliki definisi yaitu 

persetujuan antara dua (2) pihak ataupun lebih, baik dilakuan secara tertulis 

maupun lisan, yang mana pada setiap pihak yang berjanji untuk memeunuhi 

suatu isi dari persetujuan tersebut. R. Subekti mendefinisikan perjanjian 

adalah suatu kejadian hukum dimana seseorang yang berkomitmen kepada 

 
9 Muhammad Riandi Nur Ridwan,Yana Sukma Permana, Wanprestasi Dan Akibatnya 

Dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Volume 4, Nomor 2, Desember  

2022 Hlm. 442 
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orang lainnya, atau Dimana dua (2) orang saling berkomitmen untuk 

menjalankan suatu tindakan tertentu.10 Selain terdapat 10 macam perjanjian 

antara lain, perjanjian timbal balik, perjanjian Cuma-Cuma, perjanjian atas 

beban, perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, perjanjian campuran, 

perjanjian obligator, perjanjian kebendaan, perjanjian konsensualisme, dan 

perjanjian yang sifatnya istimewa.11 

Perjanjian sejatinya merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang 

mengikatkan dirinya kepada orang lain, yang menghasilkan suatu hubungan 

hukum. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata dapat diartikan sebagai suatu 

tindakan yang menimbulkan efek atau akibat hukum walapupun tidak secara 

eksplisit dijelaskan dan disebutkan sebagai suatu perbuatan hukum.  

Keberadaan atau ketiadaan kata "hukum" setelah kata "perbuatan" tidak 

mengubah arti bahwa perjanjian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum. 

Konsep "perbuatan hukum" lazimnya dikenal dalam sistem hukum Civil 

Law seperti di Indonesia, dimana perjanjian atau kontrak dianggap sebagai 

salah satu macam perbuatan hukum.  

Maka dari itu, apabila suatu definisi perjanjian masih menggunakan 

kata "perbuatan" saja, hal tersebut tidak mengindikasikan bahwa perjanjian 

tersebut bukan merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi 

 
10 Joni Emirzon dan Muhammad Sadi, 2024, Hukum Kontrak Teori dan Praktik, Prenada 

Media : Jakarta, hlm. 12 
11  Ibid., hlm. 53 
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atau akibat hukum, dikarenakan esensi dari perjanjian itu sendiri sudah 

mencakup perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. 

Meskipun pengertian pada pasal 1313 KUHPerdata tidak begitu detail dan 

terperinci, namun sudah jelas bahwa setidaknya terdapat satu pihak yang 

berjanji kepada pihak lainnya dalam perjanjian tersebut.12 Suatu perjanjian 

dapat dikatakan sah apabila dapat memenuhi empat (4) syarat yang 

disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sepakat antara para pihak yang 

mengikatkan dirinya, Kecakapan  para pihak untuk  membuat  suatu  

perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.13 

Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa berbagai bentuk 

perjanjian yang dibuat secara sah “berlaku sebagai undang-undang” bagi 

mereka yang membuatnya. Ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian yang 

dibuat secara sah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan 

tentunya mengikat kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian-perjanjian 

yang mana kedua pihak terikat untuk suatu waktu yang tidak tertentu, 

dibolehkan pengakhiran atau penyelesaiannya oleh salah satu pihak dengan 

tidak usah menyebutkan sesuatu alasan, seperti yang terdapat dalam 

perjanjian kerja dan perjanjian penyuruhan (pemberian kuasa).14  

 
12  Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, 2011, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 

Sampai 1456 Bw), Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hlm. 63 
13I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih Dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dew, Ahnya Suatu 

Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Risalah Kenotariatan 

Volume 5 Nomor 1 2024 , Hlm. 15 
14 Subekti, 2011, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31, Pt Intermasa : Jakarta, Hlm 139 
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Teori Hukum Perjanjian menurut R. Subekti, yang menekankan 

bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak yang 

menimbulkan akibat hukum dan mengikat layaknya undang-undang bagi 

para pihak, relevan dalam menganalisis Perjanjian Bangun Guna Serah 

(BGS) antara pemberi jasa dan penerima jasa dalam pembangunan kawasan 

Pasar Modern Pasar Cinde, karena perjanjian tersebut menjadi dasar hukum 

utama yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara tegas 

b. Teori Penyelesaian Sengketa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sengketa memiliki 

arti yaotu suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, 

perbantahan.15 Takdir Rahmadi memiliki pendapat bahwa sengketa 

merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami 

perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi 

mereka saja.16 Penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua secara garis 

besar yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dan 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau bisa dikatakan non litigasi.17 

1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan / Litigasi 

 
15 Anonymous.  Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), Https://Kbbi.Web.Id/Sengketa  

Diakses Pada 28 November 2022 Pukul 20.15 
16 Takdir Rahmadi, 2017, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

Raja Grafindo Persada : Jakarta,  Hlm. 1. 
17 Jimmy Joses Sembiring, 2011, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan 

(Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Visimedia, Jakarta, Hlm. 7. 

https://kbbi.web.id/sengketa
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Penyelesaian sengketa terhadap wanprestasi dapat dilakukan secara 

konvensional yang dilakukan melalui jaur pengadilan (jalur litigasi). 

Para pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri khususnya 

pada bidang perdata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa 

putusan dari pengadilan memiliki tiga (3) macam kekuatan yang 

merupakan keistimewaan dari penyelesain sengeta lititasi,yaitu 

putusan dari pengadilan mempunyai kekuataan mengingat, kekuatan 

pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk 

dilaksanakan.18 

2. Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan / Non Litigasi 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi dibagi 

menjadi dua (2) bagian yaitu Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) 

dan Arbitrase. Kedua cara penyelesaian tersebut menjadi salah satu 

bentuk penyelesaian sengketa yang berkembang belakangan ini, 

dikarenakan ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan / litigasi.19 Istilah "alternatif penyelesaian" adalah 

terjemahan dari istilah bahasa Inggris "alternative dispute resolution," 

yang sering disingkat sebagai ADR. Namun, beberapa kalangan 

 
18 Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), Al-

Bayyinah : Journal Of Islamic Law, Volume Vi Nomor 2 Tahun 2017, Https://Jurnal.Iain-

Bone.Ac.Id/Index.Php/Albayyinah/Article/View/20/17, Hlm. 101.  

19 Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, Akibat Hukum 

Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif, Adhaper, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 

Tahun 2020, Https://Jhaper.Org/Index.Php/Jhaper/Article/View/102, Hlm. 74. 

https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17
https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17
https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/102
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akademis di Indonesia menerjemahkan "alternative dispute resolution" 

sebagai "pilihan penyelesaian sengketa."  

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa perbedaan antara kedua istilah 

ini bersifat sosial semantik semata, tetapi yang lebih penting adalah 

membahas cakupan konseptual dari istilah "alternative dispute 

resolution." Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah cara yang 

dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa non litigasi.  

Mekanisme Alternative Dispute Resolution / ADR dalam penyelesaian 

sengketa bersifat konsensual atau kooperatif, terdapat 3 (tiga) macam 

bentuk ADR, yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi20 

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas tentunya 

apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian dapat menyebabkan 

perselisihan atau sengketa. Perselisihan atau sengketa tersebut dapat 

diselesaikan melalui beberapa macam cara seperti yang dijelaskan 

didalam teori penyelesaian sengeketa. Fungsi dari teori penyelesaian 

sengketa dalam penulisan tesis ini diharapkan memberikan suatu 

gambaran mengenai cara penyelesaian sengketa litigasi maupun non 

litigasi serta memberikan solusi dalam menangani kasus wanprestasi 

dalam perjanjian. Teori hukum perjanjian dan teori penyelesaian 

sengketa menunjukkan pentingnya kekuatan mengikat perjanjian serta 

 
20 Meirina Nurlani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia, 

Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1, Desember 2021, Hlm. 28 
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ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien untuk 

menjaga keberlanjutan proyek dan kepastian hukum bagi semua pihak 

yang terlibat. 

F. Metode Penelitian 

Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan peneliti di dalam penulisan 

tesis ini, antara lain : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian normatif dan didukung dengan data empiris. Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.21   

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan metode penelitian yang 

dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang 

tengah diteliti dan kemudian dikaji dari bermacam-macam sudut 

pandang hukum yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang 

diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang 

akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

 
21 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 13. 
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a. Pendekatan statute approach atau disebut juga dengan pendekatan 

perundang-undangan. Pada pendekatan perundang-undangan 

digunakan guna menelaah perundang-undangan yang berkaitan 

dengan tesis yang akan dituliskan oleh peneliti.22 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah suatu 

metode yang menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu 

pada konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini 

berlandaskan pada pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin 

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan 

yang membentuk pemahaman tentang hukum, konsep-konsep 

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan 

yang dihadapi.23 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk 

mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang 

diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini umumnya digunakan 

untuk menganalisis kasus-kasus yang sudah memiliki putusan. 

 
22 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, 

Hlm. 136. 

23  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, 

Hlm.35. 
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Meskipun kasus-kasus tersebut bersifat empirik, dalam penelitian 

normatif, kasus-kasus ini dapat dianalisis untuk memberikan 

gambaran mengenai dampak penerapan norma dalam aturan hukum 

dalam praktik, serta hasil analisisnya dapat digunakan sebagai bahan 

masukan (input) dalam penjelasan hukum.24 

3. Jenis Dan Sumber Bahan-Bahan Penelitian 

Jenis Bahan Penelitian yang digunakan oleh peneliti : 

a. Pada penelitian normatif bahan pustaka menjadi data dasar yang 

dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder 

mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, data sekunder tersebut 

meliputi buku-buku sampai pada dokumen-dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah.25  Sehingga, pada penelitian tesis ini 

peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari 

bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier.26 Pada penelitian hukum ini terdapat bahan-

bahan hukum yang mencakup beberapa hal, antara lain : 

a. Sumber Bahan Hukum : 

 
24 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 321 
25 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, Hlm. 24.  
26 Amiruddin Dan Asikin, H.Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 

Pt. Raja Garfindo Persada 



21 

 

 

 

1) Sumber Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah adalah bahan hukum yang 

bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 

hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan 

peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan 

hakim.27 Dalam hal ini peneliti menggunakan naskah 

perjanjian untuk sumber bahan hukum primer dan beberapa 

peraturan perundang-undangan, yaitu : 

a) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;  

b) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia (UUD RI 1945);  

c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata);  

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa; 

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder 

 
27 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 

Hlm. 67. 
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Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku tentang 

hukum dan jurnal maupun artikel penelitian hukum.28 

Bahan hukum sekunder yang peneliti digunakan dalam 

penelitian ini meliputi naskah perjanjian, buku, jurnal, dan 

artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum perjanjian  

3) Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang 

bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum 

tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan 

seterusnya.29 Bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi internet dan ensiklopedia. 

4. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum 

  Terhadap bahan-bahan hukum yang telah peneliti kumpulkan, 

sehingga akan dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah 

 
28Johnny Ibrahim, Teori Dan Motodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media 

Publishing, Malang, 2008, Hlm. 61. 
29 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Op. Cit.,Hlm. 54. 
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dikumpulkan serta diolah oleh peneliti. Berikut teknis yang akan peneliti 

gunakan untuk melakukan penafsiran bahan hukum, yaitu :  

a. Penafsiran Gramatikal  

  Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi Bahasa merupakan 

Penafsiran difokuskan kepada interpretasi teks yang memuat kaidah hukum 

di dalamnya, penafsiran gramatikal dilakukan dengan menekankan pada 

makna yang sesuai dengan penggunaan bahasa sehari-hari atau makna 

teknis-yuridis yang umum atau dianggap sudah mapan. Pada negara yang 

telah menganut sistem hukum kodifikasi, seperti yang dijelaskan oleh ahli 

Sudikno Mertokusumo, teks undang-undang memiliki kepentingan yang 

sangat besar. Namun, penafsiran yang hanya berdasarkan aspek gramatikal 

dianggap kurang memadai, terutama ketika menyangkut norma hukum yang 

sedang diperdebatkan.30 

5. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum 

a. Teknik pengumpulan  

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan oleh peneliti 

merupakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan 

tersebut merupakan metode dengan penulusuran bahan-bahan 

seperti perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, 

 
30 Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, 

Jurnal Al’adl, Volume Vi Nomor 11, Januari-Juni 2014 

Https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/225122-Penafsiran-Hukum-Oleh-Hakim-Dalam-

Sistem-F0c52582.Pdf, Hlm.12 

https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf
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dan hasil dari penelitian yang telah diselesaikan pihak lain serta 

melakukan penulusuran dibantu dengan teknologi seperti melalui 

internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di 

dalam tesis.31 

b. Pengolahan bahan hukum 

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah 

pengolahan bahan hukum melalui beberapa tahapan sebagai berikut 

:32 

1) Editing: Proses ini melibatkan pemeriksaan ulang bahan 

hukum yang telah diperoleh untuk melengkapi kekurangan 

yang mungkin ada serta menyederhanakan formulasi bahan 

hukum yang ditemukan agar lebih mudah dipahami. 

2) Sistematisasi: Tahapan ini mencakup seleksi bahan hukum, 

klasifikasi berdasarkan kategori yang relevan, dan 

penyusunan bahan hukum secara sistematis dan logis, 

dengan memastikan adanya hubungan dan keterkaitan antar 

bahan hukum. 

3) Detesis: Proses ini melibatkan penggambaran hasil 

penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah 

 
31 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 60. 

32 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan 

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 181. 
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dikumpulkan, serta melakukan analisis terhadap informasi 

yang diperoleh. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan 

kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah 

penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit 

yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan sebuah penerapan yang konkrit demi 

melakukan penyelesaian hukum yang sedang dihadapi. Sehingga 

didapatkan kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah hukum yang 

diteliti.33 Sehingga secara umum Metode deduktif tersebut merupakan cara 

menarik kesimpulan data yang diperoleh dari yang bersifat umum ke data 

yang bersifat khusus, kemudian ditariklah suatu kesimpulan.34

 

 
33 Amiruddin Dan Zaenal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

Rajawali Pers, Hlm. 166 
34Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007,Hlm. 

54.  
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